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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 253 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOTA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota
Administrasi;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks2an
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga" Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pro',insi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bukota Negara Kes2'.L1'1f1
Republik Indonesia;

5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuksn
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarg Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sel:Jagaimana telah diubah dengan Peraturall Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

.16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN •

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOTA ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan •

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ..

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khllslls
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khuslis
Ibllkota Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah adalah Asisten Pernerintahan
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khuslls ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkcil
BPKAD adalah Badan Pengelola Kellangan dan Aset Daerah Provinsl
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnyil clisingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khllslls Ibukota Jakarta .

. 9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjlltnya disebllt Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi Daerah KhllslIs Ibukota Jakarta
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10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Walikota adalah Walikola Kota Administrasi.

12. Sekretariat Kota adalah Sekrelarial Kola Kota Adminislrasi.

13. Sekretaris Kola adalah Sekrelaris Kota Kola Adrninislrasi.

14. Asisten Pemerintahan adalah Asislen Pernerinlahan Sekretaris Kota

15. Asisten Perekonomian dan Adrninislrasi adalah Asislen Perekonornian
dan Adminislrasi Sekretaris Kola.

16. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asislen
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kola.

17. Asisten Kesejahteraan Rakyal adalah Asisten KeseJahteraan Rakyal
Sekretaris Kola.

18. Dewan Kota adalah Dewan Kola Adminislrasi.

19. Suku Dinas adalah Suku Dinas pad a Kota Administrasi.

20. Kantor adalah Kantor pada Kola Adrninislrasi.

21. Kantor Penanggulangan Bencana Kota adalah Kantor Penanggulangan
Bencana Kota Adminislrasi.

22. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kola Administrasi yang
selanjutnya disebut Kantor PTSP Kola adalah Kanlor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kola Adrninislrasi.

23. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi yang selanjutnya disebut
Satpol PP Kota Administrasi adalah Saluan Polisi Pamong Praja pada
Kota Administrasi.

24. Kecamatan adalah Kecamatan di Kola Administrasi.

25. Kelurahan adalah Kelurahan di Kola Adminislrasi.

26. Camat adalah Camal di Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

27. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkal Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

29. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

30. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi lugas dalam sualu jabalan pemerinlahan
atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

31. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Inoonesia yang rnemenllhi
syarat lertentu, diangkal sebagai pegawai Aparalur Sipil Negara seear,;
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian llntllk menduduki Jabatan
pemerintahan.

32. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga Negarcl
Indonesia yang memenuhi syaral lertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktll lertenlu dalarn rangkil
melaksanakan tugas pemerinlahan.
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Kota Administrasi merupakan unsur pelaksana tug as Pemerintahan
Daerah di wilayah Kota Administrasi.

(2) Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Walikota yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang WClkil
Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.

(4) Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Kota Administrasi mempunyai tugas pemerintahan dan melaksanakan
sebagian tugas Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan dari Gubernur
dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas p8merintahan di wilayah
Kota Administrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ).
Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kota Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan c10kumen pelaksani1an
anggaran Kota Administrasi;

c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas
pemerintahan di wilayah Kota Administrasi:

d. pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur oleh Satpol PP Kota Administrasi;

e. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana
kerja dan anggaran Suku Dinas, Kantor, Satpol PP KotCl
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

f. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan taktis
operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

g. pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

h. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota
Administrasi;

i. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
tingkat wilayah Kota Administrasi;

j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja;

k. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kola;
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I. pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan
oleh Gubernur;

m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kota
Administrasi;

n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota
Administrasi;

o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kota Administrasi; dan

p, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kota Administrasi.

BABII!

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan Organisasi Kota Administrasi, terdiri atas :

a. Walikota;

b, Wakil Walikota;

c. Sekretariat Kota;

d. Asisten Pemerintahan;

e, Asisten Perekonomian dan Administrasi;

f. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

g. Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hllrllf d.
terdiri atas :

a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :

1. Subbagian Bina Pemerintahan;

2, Subbagian Pemerintahan Umllm; dan

3. Subbagian Pengembangan Wilayah.

b, Bagian Hukum, terdiri atas :

1, Subbagian Bantuan HlIkum;

2. Subbagian Sengketa Hukum; dan

3. Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.

c, Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

1. Subbagian Tatalaksana;

2, Subbagian Pelayanan Publik; dan

3. Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kota.
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(3) Asislen Perekonomian dan Adminislrasi sebagaimana dimaksud padCl
ayal (1) huruf e, lerdiri atas :

a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Rumah Tangga; dan

3. Subbag ian Protokol.

b. Bagian Perekonomian, terdiri atas :

1. Subbagian Kepariwisalaan dan Ketenagakerjaan;

2. Subbagian Kelautan dan Perhubungan; dan

3. Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

c. Bagian Keuangan, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;

2, Subbagian Tala Usaha Keuangan; dan

3. SUbbagian Perbendaharaan.

(4) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf f, terdiri atas :

Bagian Penalaan Kola dan Lingkungan Hidup. terdiri atas :

1. Subbagian Sarana dan Prasarana Kota;

2. Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruang
Bangunan; dan

3. Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup

(5) Asislen Kesejahleraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, lerdiri alas:

a. Bagian Kesejahleraan Sosial, terdiri atas :

1. Subbagian Kesehatan;

2. Subbagian Sosial; dan

3. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

b. Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual, terdiri atas :

1. Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan;

2. Subbagian Mental Spiritual; dan

3. Subbagian Olahraga dan Pemuda.

(6) Bagan Susunan Organisasi Kota Administrasi sebagai SKPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Perangkat pada Kota Administrasi, terdiri atas :

a. S0kretariat Kota;

b. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi;
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c. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi;

d. Suku Dinas;

e. Kantor;

f. Kantor PTSP Kota;

g. Kantor Penanggulangan Bencana Kola;

h. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik IndoneSlil
(Set. DP KORPRI) Kota Administrasi;

i. Satpol PP Kota Administrasi;

j. Kecamatan; dan

k. Kelurahan.

(2) Penyelenggaraan Organisasi Kota Administrasi sebagaimana dim8ksud
pada ayat (1) tergambar dalam Bagan Pola Penyelenggaraill1
Organisasi Kota Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiriln II
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Walikota

Pasal 6

Walikota mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan rungsi Kota Administrasi;

b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan
Kota Administrasi;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan rungsi
Sekretariat Kota, Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;

d. mengendalikan operasional pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur olel1
Satpol PP Kota Administrasi;

e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi Kota Administrasi;

f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan musyawarah pimpinan Kotil
Administrasi; dan

. g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kota Administrasi .

.Bagian Ketiga

Wakil Walikota

Pasal 7

(1) Wakil Waiikota mempunyai tugas :

a. membantu Walikota dalam koordinasi, pemantauan dilll
pengendalian penyelenggaraan tugas Pemerintal1 Kota Administrasi
oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
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b. membantu Walikota dalam pengendalian operasional pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satpol PP Kota Administrasi:

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota;

d. mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepad8
Walikota.

(2) Wakil Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Keempat

Sekretariat Kota

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Sekretariat Kota merupakan unsur staf Kota Administrasi yanD
dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang herkedudukan di baw811
dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Sekretariat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d2118111
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota.

(3) Asisten Sekretaris Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggun(j
jawab kepada Sekretariat Kota.

Pasal 9

(1) Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota menYllslln
kebijakan operasional, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikal1
penyclenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor. Satpol
PP Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan
tugas administrasi Kota Administrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
Sekretariat Kota mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Kota Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kota Administrasi;

c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota Administrasi.
Kecamatan dan Kelurahan;

d. pemantauan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku
Dinas, Kantor, Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional tugas dan
fungsi Suku Dinas, Kantor, Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan
dan Kelurahan;
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f. pengoordinasian dan/atau perumusan kebijakan operasionClI
penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor.
Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Dewan Kota;

h. pelaksanaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang KotCl
Administrasi;

j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawCltCln
prasarana dan sarana kerja Kota Administrasi;

k. penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas)
Kota Administrasi;

I. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota
Administrasi;

m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kota Administrasi;

n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara KotCl
Administrasi;

o. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Walikota kepaclcl
Gubernur;

p. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah terkClit;

q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan musyawarall
pimpinan wilayah Kota Administrasi;

r. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di KotCl
Administrasi;

s. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja. kegiatCln
dan akuntabililas Kola Administrasi; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekrelarial Kola Administrasi.

Paragraf 2

Sekretaris Kota

Pasal 10

Sekrelaris Kota mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Kota:

b. membantu Walikota dalam menyusun kebijakan operClsion<l1
penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor. Salpfll
PP Kota Adminislrasi, Kecamatan serta Kelurahan;

c. membantu Walikola dalam memantau, mengoordinasikan. mengendCllikCln
dan mengevaluasi kebijakan operasional tugas dan fungsi Suku Dinas.
Kanlor, Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan dan KelurClhan;

d. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugCls
Asisten Sekrelaris Kota;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;

f. memantau pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran KOtCl
Adminislrasi;
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g. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas, Kantor, Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan:

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan. kinerja. kegiatan.
dan akuntabilitas Pemerintah Kota Administrasi;

i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait:

j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah pimpinan
Kota Administrasi;

k. melaksanakan pembinaan pegawai Kota Adminlstrasi; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretaris Kota.

Bagian Kelima

Asisten Pemerintahan

Pasal11

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota
dalam:

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan.
hukum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
operasional kependudukan. pencatatan sipil. penangulangan
kebakaran, penyelamatan, kepegawaian. kesatuan bangsa. politik.
perlindungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan pegawai.
pelayanan pUblik, organisasi. reformasi birokrasi, komunikasi.
informatika, kehumasan, ketenteraman. ketertiban, penegakan
peraturan perundang-undangan daerah dan kewilayahan.

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas dan Kantor Bidang Pemerintahan. Satpol PP Kota
Administrasi dan Kecamatan serta Kelurahan;

d. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan kantor bidanq
pemerintahan. Satpol PP Kota Administrasi dan Kecamatan sertn
Kelurahan;

e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaclll
anggaran suku dinas dan kantor bidang pemerintahan, Satpol PP
Kota Administrasi dan Kecamatan serta Kelurahan:

f. melaksanakan pembinaan Kecamatan serta Kelurahan: dan

g. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kota.

(2) Asisten Pemerintahan menyampaikan laporan kepada Sekretaris KotCl
atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).

Pasal12

Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :

a. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi;

b. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kotel
Administrasi;

c. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Adminlstrasl:
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d. Kantor Kepegawaian Kota Administrasi;

e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi;

f. Kantor PTSP Kota;

g. Kantor Penanggulangan Bencana Kota;

h. Satpol PP Kota Administrasi;

i. Kecamatan; dan

j. Kelurahan.

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 13

(1) Bagian Tata Pemerintahan merupakan Unit Kerja Kota Administrasi
dalam pelaksanaan tugas perumusan kebijakan operasional serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan
kependudukan dan pencatatan sipil, kebakaran dan penyelamatan.
kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, pengembangan
wilayah dan penyediaan prasarana dan sarana pamong praJa,
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kantor Kecamatan dan
Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah.

(2) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkeduduk;an di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Pemerintahan.

Pasal14

(1) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi kegiatan kependudukan dan pencatatan
sipil, kebakaran dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik.
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pembina an Kecamatan
dan Kelurahan, pengembangan wilayah dan penyediaan prasarana
dan sarana pamong praja, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah
dinas Camat dan Lurah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Tata Pemerintahan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Tata Pemerintahan;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kebakaran dan
Penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur, pengembangan wilayah. penyediaan
prasarana dan sarana pamong praja serta pembinaan Kecamatan
dan Kelurahan;
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d. penyusunan kebijakan operasional. kependudukan dan pencatatan
sipil, kebakaran dan penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik.
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, pengembangan
wilayah, penyediaan prasarana dan sarana pamong praJa serta
pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan
dan pencatatan sipil, kebakaran dan penyelamatan, kesatuan
bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peratllran
Gubernur, pengembangan wilayah, penyediaan prasarana dan
sarana pamong praja serta pembinaan Kecamatan dan Kelurahan:

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
operasional kependudllkan dan pencatatan sipil, kebakaran dan
penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur:

g. penyusunan perencanaan pembangllnan, rehab total. rehab berat.
rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan
Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah:

h. pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab berat. rehab sedClnq
dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahail
termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;

i. pelaksanaan kegiatan lasilitasi pemantauan dan pengenclali,lIl
dokumen pelaksanaan anggaran Suku DinCls dan Kantor Bidan~J

Pemerintahan, Satpol PP Kota Administrasi dan Kecamatan:

j. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantallan. pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tug as dan lungsi Suku Dinas dan Kantor
Bidang Pemerintahan, Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatclll
dan Kelurahan;

k. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pembinaan, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan
oleh Kecamatan dan Kelurahan;

I. fasilitasi kegiatan Dewan Kota:

m. pelaksanaan fasilitasi musyawarah pimpinan Kota Administrasi:

n. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
Kota Administrasi;

o. pengoordinasian penyllsunan rencana strategis Kota Administrasi: clan

p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan lungsl
Bagian Tata Pemerintahan.

Pasal15

(1) Subbagian Bina Pemerintahan merupakan Sctuan Kerja Bagian Tata
Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kecamatan
dan Kelurahan.
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oleh seorang Kepala
dan bertanggung jawab

Subbagian Bina Pemerintahan dipimpin
Subbagian yang berkedudukan di bawah
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(3) Subbagian Bina Pemerintahan mempunyai tugas :

(2)

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional pembinaan serta evaluasi Kecamatan dan Kelurahan:

d. menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan dan evaluasi
Kecamatan dan Kelurahan:

e. menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan Dewan Kota dan
Kecamatan dan Kelurahan;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga musyawar"il
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

g. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bina Pemerintahan;

h. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pembinaan dan
evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Bina Pemerintahan.

Pasal 16

(1) Subbagian Pemerintahan Umum merupakan Satuan Kerja Bagiall
Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan
operasional serta pengoordinasian, pengendalian. pemantauan de,n
evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
poiitik, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan ketertilJcm
sefia penegakan Peraturan Daerah dan PeralLlran Gubernur.

(2) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang i<epClI;1
Subbagian yang berkedudukan di bawail dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(3) Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerjCl dan
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkdp
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanac1ll
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsCl
dan politik, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan
ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;
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d. menyusun bahan kebijakan operasional kependudukan dan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, kebakaran clan
penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur:

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa
dan politik, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dal)
ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan operasional kependudukan dan pencatatan sipi!.
kesatuan bangsa dan politik, kebakaran dan penyelamalan.
ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur;

g. melaksanakan kegiatan dalam rangka perencanaan, peningkatan
pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian kependudukan dan
pencatatan sipii, kesatuan bangsa dan politik, kebakaran cJan
penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur:

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suku Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
serta Satpol PP Kota Administrasi;

i. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Suku Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
serta Satpol PP Kota Administrasi;

j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan clan
pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, kebakaran dan
penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pemerintahan Umum.

Pasal17

(1) Subbagian Pengembangan Wilayah merupakan Satuan Kerja Bagian
Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan
wilayah serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah.

(2) Subbagian Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jcIW<:ll>
kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(3) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunya' tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja d<lIl
anggaran Tata Pemerintahan sesuai dengan Iingkup tugasnya:
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyiapkan bahan profit wilayah, tipologi, monografi, toponomi dan
batas Kola Administrasi, Kecamalan dan Kelurahan;

d, menyiapkan bahan dalam rangka perubahan batas, penentuan titik
koordinat dan tanda batas Kota Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

e. menyiapkan bahan dalam rangka pemekaran, pemecahan dan
penghapusan Kecamalan dan Kelurahan;

f. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
tanda batas dan papan petunjuk arah Kota Administrasi.
Kecamatan dan Kelurahan;

g. meneliti, mengkaji dan menyajikan bahan pengembangan
Kecamatan dan Kelurahan berikut prasarana dan sarananya:

h. menyusun perencanaan pembangunan, rehab total, rehab beral.
rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dal~

Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah:

i. melaksanaan pembangunan, rehab total, rehab beral. rehab
sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan
K.elurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah:

j. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemerintahan:

k. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan pengembangan wilayah;

I. menyiapkan bahan laporan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran Bagian Tata Pemerintahan;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja
dan akuntabilitas Bagian Tata Pemerintahan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pengembangan Wilayah.

Paragraf 2

Bagian Hukum

Pasal18

(1) Bagian Hukum merupakan Unit Kerja Kota Administrasi c1alam
pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum.
pengkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan
sengkela hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan
dokumenlasi produk hukum.

(2) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Pemerintahan.
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Pasal 19

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pertimbangan hukum, bantuan hukum, pengkajian/analisis hukum dan
pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan
produk hukum, sosialisasi dan dokumentasi produk hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Hukum;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Hukum;

c. pengkajian dan analisis hukum;

d. pendokumentasian produk hukum;

e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

f. penyiapan bahan pertimbangan hukum dan bantuan hukum kepada
aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi;

g. pengoordinasian penanganan sengketa hukum;

h. pengoordinasian perumusan Keputusan Walikota; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsl
Bagian Hukum.

Pasal 20

(1) Subbagian Bantuan Hukum merupakan Satuan Kerja Bagian HlIkllm
dalarn pelaksanaan kegiatan bantuan hukum.

(2) SutJbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorcl!lg Kepala Slibbagicl;l
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kep'41i1
Bagian Hukum.

(3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerpl
pada wilayah Kota Administrasi;

d. mengoordinasikan perumusan Keputusan Walikota;

e. memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum terhadap
aparatur dan unit kerja pad a wilayah Kota Administrasi;

f. mengoordinasikan dan menangani gugatan/perkara di peradilan;

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan rela?~;

pengadilan dan pembebasan bersyarat narapidana;

h. melakukan pengkajian dan analisis hukum. dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tllga,'
Subbagian Bantuan Hukum.
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Pasal 21

(1) Subbagian Sengketa Hukum merupakan Satuan Kerja Bagian Hukum
dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa hukum.

(2) Subbagian Sengketa Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Hukum.

(3) Subbagian Sengketa Hukum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menghimpun bahan, meneliti dan mengoordinasikan penyelesaian
sengketa hukum di wilayah Kota Administrasi;

d. memberikan pertimbangan hukum terhadap aparatur dan unit kerja
pada wilayah Kota Administrasi;

e. memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan penyelesaian
sengketa hukum di wilayah Kota Administrasi atas pengaduan
masyarakat; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawab~.an pelaksanaan tugas
Subbagian Sengketa Hukum.

Pasal 22

(1) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum merupakan Satuan
Kerja Bagian Hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan
dokumentasi hukum.

(2) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum dipimpin 01811
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dall
bertar.ggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

(3) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Hukum sesuai dengan lingkup tugasnyn:

c. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisolsi
peraturan perundang-undangan;

d. menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundan~l­

undangan;

e. menyimpan dan memelihara peraturan perundang-undangan:

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis. rencan;l
kerja dan anggaran Bagian Hukum:

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan. kegiatan. kinerFI
dan akuntabilitas Bagian Hukum: dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawat)~~an pelaksanaan tugilS
Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.
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Paragraf 3

Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Pasal23

(1) Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian merupakan Unit Kerj<1
Kota Administrasi dalam perumusan kebijakan operasional serte'
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian.
ketatalaksanaan, pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi sert3
melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kota Administrasi

(2) Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal24

(1) Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan perumusan, kebijakan operasional serta
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian.
ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi
serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Tatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai rungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian:

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
operasional komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah
Kota Administrasi;

d. penyusunan kebijakan operasional komunikasi, informatika dal)
kehumasan, administrasi kepegawaian. ketatalaksanaan clan
pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional komunikasl.
informatika dan kehumasan. administrasi kepegawaian.
ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Adminislrasi:

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
operasional komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi
\(ilpegawaian dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi:

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Komunika"i.
Informatika dan Kehumasan, Kantor Kepegawaian dan Kantor
PTSP Kota;

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengenclaliiln
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Din;,s
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Kantor Kepegawaian eLm
Kantor PTSP Kota;
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i. penataan ruangan Kantor di wilayah Kota Administrasi;

j. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan
kegiatan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi;

k. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kota;

I. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan Kota Administrasi:

m. pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi; dan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Pasal25

(1) Subbagian Tatalaksana merupakan Satuan Kerja Bagian
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pemantauan
dan evaluasi prosedur, metode dan lingkungan kerja. penataan ruallg
Kantor serta komunikasi, informatika dan kehumasan.

(2) Subbagian Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

(3) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dill)

anggaran Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian seslli1i
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian seslli1i
dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumllsan kebijakall
operasional prosedur, metode dan lingkungan kerja. penataan
ruang Kantor serta komunikasi, informatika dan kehumasan;

d. menyusun bahan kebijakan operasional prosedur. metode di11l
Iingkungan kerja, penataan ruang Kantor serta komunikasi.
informatika dan kehumasan;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakall
operasional prosedur, metode dan Iingkungan kerja, penataan
ruang Kantor serta komunikasi, informatika dan kehumasan:

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evalua:;i
pelaksanaan kebijakan operasional prosedur, metode dall
Iingkungan kerja, penataan ruang Kantor serta komunikasi,
informatika dan kehumasan;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas
.Sekretariat Kota;

h. menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas KOla
Administrasi;

i. mengelola perpustakaan ked inasan Kota Administrasi;
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j. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;

k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Komunikasi.
Informatika dan Kehumasan;

I. melaksanakan kegiatan penataan ruang Kantor Kota Administre,si;

m. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan
teknis penerapan prosedur, metode dan Iingkungan kerja pada
Iingkup Kota Administrasi;

n. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional prosedur, metode dan
Iingkungan kerja, penataan ruang Kantor serta komunikasi.
informatika dan kehumasan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tatalaksana.

Pasal26

(1) Subbagian Pelayanan Publik merupakan Satuan Kerja Bagia'1
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiat<.m
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan publik.

(2) Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala SublJagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

(3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas .

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clal1
anggaran Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sesu~li

dengan lingkup lugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelClksClna<lIl
anggaran Bagian Ketatalaksanaan dan KepegawaiCln seSllili
dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijak;'111
operasional pelayanan publik;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kegiatan pelayanan publik:

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakclll
operasional pelayanan publik;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan e'/aluasi
pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan publik;

g. melaksanakan bimbingan, konsullasi dan pendampingan terhadap
pelaksanaan pelayanan publik;

h. melaksanakan bimbingan dan konsultasi tnknis pelayanan lerhadap
pegawai pelaksana pelayanan publik;

i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pelayanan terpadu saiL!
pintu Kota Administrasi;

j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data don
informasi pelaksanaan kebijakan operasiC'nal pelayanan publik;
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k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja
dan akuntabilitas Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pelayanan Publik.

Pasal27

Subbagian Kepegawaian Sekrelarial Kola merupakan Satuan Kerja
Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam pelaksanaan
pengelolaan kepegawaian Sekrelariat Kota dan koordinasi
administrasi kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kota mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Ketalalaksanaan dan Kepegawaian sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional administrasi kepegawaian;

d. menyusun bahan kebijakan operasional administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional administrasi kepegawaian;

f. rnelaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional administasi kepegawaian;

g. rnelaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan meliputi
penempatan, pengembangan karier, mutasi. pendidikan dan
pelatihan pegawai Sekretariat Kota;

h. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan.
pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawrli
Sekretariat Kota;

i. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan.
kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai Sekretariat Kola:

j. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatclll.
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabalan
Kota Administrasi berkoordinasi dengan Kantor Kepegawaian KOt<l
Adrninistrasi;

k. menyusun program pengernbangan karier pegawai di SekretariC1l
Kota Administrasi;

I. menghimpun, mengolah, Illenyajikan, Illeillelihara dan melaporkan
data, inforrnasi dan dokumen kepegawaian pegawai termasuk
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Daftar Urut Kepan~lkalal1

(DUK) pegawai Kota Administrasi berkoordinasi dengan Kantor
Kepegawaian Kota Administrasi;
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m. melaksanakan kegiatan koordinasi administrasi dan pembinaan
kepegawaian di wilayah Kota Administrasi dengan Kanter
Kepegawaian Kota Administrasi; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawaian Sekretariat Kota.

Bagian Keenam

Asisten Perekonomian dan Administrasi

Pasal28

(1) Asisten Perekonomian dan Administrasi mempunyai tugas membantu
Sekretaris Kota dalam :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan lungsi administrasi umum dan
perekonomian serta pengelolaan keuangan Kota Administrasi:

b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
operasional koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah dcll1
perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian.
kehutanan, peternakan, peri kanan, kepariwisataan dan
kebudayaan, perhubungan serta tenaga kerja, transmigrasi dan
pelayanan pajak serta pengelolaan Aset daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan reneana kerja dan anggaran SUkll
Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian;

d. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan lungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang
Perekonomian;

e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaclll
anggaran Suku Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian;

f. mengoordinasikan penyusunan reneana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Kota Adrninistrasi;

g. rnernantau, rnengendalikan dan rnengevaluasi pelaksanaan
dokurnen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan (realisCls:
anggaran, neraea dan catatan atas laporan keuangan KotCl
Administrasi; dan

i. mendukung kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kota AdmlnistrClsi.

(2) Asisten Perekonomian dan Administrasi menyampaikan IClporCln
kepada Sekretaris Kota atas pelaksanaan tugas sebagaimanCl
dirnaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Asisten Perekonomian dan Administrasi mengoordinasikan :

a. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecll dan Menengah sert~l

Perdagangan Kota Administrasi;

b. Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Adrnlnistrasi;

c. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Katel
Administrasi;
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d. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi;

e. Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi;

f. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi;

g. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi;

h. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi; dan

i. Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi.

Paragraf 1

Bagian Perekonomian

Pasal 30

(1) Bagian Perekonomian merupakan Unit Kerja Kota Administrasi dalam
pelaksanaan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha mikro. keeil
dan menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan.
pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan.
usahi:! perhubungan dan transportasi serta tenaga kerji:! dan
transmigrasi.

(2) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Perekonomian dan Administrasi.

Pasal 31

(1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perulllus,ln
kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha mikro, keeil dan menengah
dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan, pertanian dan
ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha
perhubungan dan transportasi serta tenaga ker"ja dan transmigrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l.
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

a. penyusunan reneana strategis dan renecma kerja dan anggaran
Bagian Perekonomian;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian;

e. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
operasional Bidang Perekonomian;

d. penyusunan kebijakan operasional koperasi, usaha mikro, keeil clan
menengah dan perdagangan, perindustrian dan energi. kelautan.
pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan.
usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja dan
transmigrasi;

e. rengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional koperasi.
usaha mikro, keell dan menengah dan perdagangan. perindustrian
dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan.
kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan
transportasi serta tenaga kerja dan transmigrasi:
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f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional
koperasi, usaha mikro, keci! dan menengah dan perdagangan.
perindustrian dan energi, keiautan, pertanian dan ketahanan
pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan
transportasi serta tenaga kerja dan transmigrasi;

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pe!aksanaan anggaran Suku Dinas yang
termasuk Bidang Perekonomian;

h, pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas yang
termasuk Bidang Perekonomian; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Perekonomian.

Pasal 32

(1) Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan merupakan Satuan
Kerja Bagian Perekonomian dalam pe!aksanaan kegiatan perumusan
kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian.
pemantauan dan evaluasi kepariwisataan dan ketenagakerjaan.

oleh
dan

Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan dipimpin
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
bertanggung jawab kepada Kepa!a Bagian Perekonomian.

(3) Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

(2)

a, menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnyEl;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pe!aksanaan
anggaran Bagian Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumllsan kebijakEln
operasional kepariwisataan dan kebudayaan serta ketenagakerjaan
dan transmigrasi;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kepariwisataan dan
kebudayaan serta ketenagakerjaan dan transmigrasi:

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kelJijakcll1
operasional kepariwisataan dan kebudayaan serta ketenagakerja<.m
dan transmigrasi;

f. melaksanakan kegiatan pengenda!ian, pernantauan dan eVi'llui'lsi
pelaksanaan kebijakan operasional kepariwisatai'ln dan
kebudayaan serta ketenagakerjaan dan transmigrasi:

g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan dati'l di'ln
informasi pelaksanaan kebijakan operasionai kepariwisataan dan
kebudayaan serta ketenagakerjaan dan transmigrasi:

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku DinCls
Kepariwisataan dan Kebudayaan .3erta Suku Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

i. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan.
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sukll
Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan serta Suku Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan



25

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan

Pasal 33

(1) Subbagian Kelautan dan Perhubungan merupakan Satuan Kerja
Bagian Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan perumusan
kebijakan operasional serta pengoordinasian. pengendalian.
pemantauan dan evaluasi kelautan, pertanian, kehutanan, perikanan.
peternakan, ketahanan pangan dan usaha perhubungan.

(2) Subbagian Kelautan dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Perekonomian.

(3) Subbagian Kelautan dan Perhubungan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Perekonomian sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kelautan, pertanian, kehutanan, peri kanan, peternakan.
ketahanan pangan dan usaha perhubungan;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kelautan, pertanian.
kehutanan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan dan usaha
perhubungan;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kelautan, pertanian, kehutanan. perikanan, peternakan.
ketahanan pangan dan usaha perhubungan;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian, kehutanan.
perikanan, peternakan, ketahanan pangan dan usaha perhubungim:

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kelautan.
pertanian dan ketahanan pangan dan Suku Dinas Perhubungan dan
Transportasi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kelautan.
Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Suku Dinas Perhubungill1
dan Tranportasi;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data d3n
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kelautan. pertanlan.
kehutanan, perikanan, peternakan. ketahanan pangan dan usahcl
perhubungan;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, rencan;l
kerja dan anggaran Bagian Perekonomian:

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan. kegiatan. kinerj;~

dan akuntabilitas Bagian Perekonomian; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuga"
Subbagian Kelautan dan Perhubungan.



26

Pasal 34

(1) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan
Satuan Kerja Bagian Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi koperasi, perindustrian dan
perdagangan.

(2) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian

(3) Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Bagian Perekonomian sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perekonomian sesuai dengan lingkup lugasnya:

e. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
perdagangan serta perindustrian dan energi;

d. menyusun bahan kebijakan operasional koperasi. usaha mikro, keeil.
menengah dan perdagangan serta perindustrian dan energi:

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan
perdagangan serta perindustrian dan energi;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional koperasi, usaha mikro. keei!,
menengah dan perdagangan serta perindustrian dan energi:

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Koperasi.
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Suku Dinas
Perindustrian dan Energi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan. pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Koperasi.
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Suku Dinas
Perindustrian dan Energi;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional koperasi, usaha mikro.
keeil, menengah dan perdagangan serta perindustrian dan
energi; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2

Bagian Umum dan Protokol

Pasal 35

(1) Bagian Umum dan Protokol merupakan Unit Kerja Kola Administrasi
dalam pelaksanaan pengelolaan fisik aset, ketatausahClan.
kerumahtanggaan dan keprotokolan Kota Administrasi sert;l
pengamanan Kantor Pemerintahan Kota Administrasi dan rumah dinCls
Walikota, pereneanaan dan pelaksanaan pembangunan Kantor Kota
Administrasi termasuk rumah dinas Walikota.



penerimaan. peneatatan.
perlengkapan/peral<l tanl

kebersihan, keindahan.
kantor Kota Administrasi
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(2) Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Perekonomian dan Administrasi.

Pasal36

(1) Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan fisik aset, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan
Kota Administrasi dan pengamanan Kantor Pemerintahan Kota
Administrasi dan rumah dinas Walikota, pereneanaan dan
pelaksanaan pembangunan kantor Kota Administrasi termasuk rumah
dinas Walikota.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ).

Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

a. pe:lyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Bagian Umum dan Protokol;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksclnaan
anggaran Bagian Umum dan Protokol;

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan antara lain penerima<'1n.
peneatatan, pentaklikan, pengetikan. penomoran (I <'1 n
pendistribusian naskah dinas serta penyimpanan. pemeliharaan.
penelusuran dan penghapusan arsip;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit
kerja di wilayah Kota Administrasi berkoordinasi dengan SKPOI
UKPD terkait;

e. pelaksanaan kegiatan pengadaan.
penyimpanan dan pendistribusian
inventaris kerja/Kantor;

f. penyusunan pereneanaan pembangunan, rehab total. rehab berat.
rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi
termasuk rumah dinas Walikota;

g. pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang
dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi termasuk rumah
dinas Walikota;

h. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapani
; peralataniinventaris kerja/Kantor termasuk gedung dan rumah
dinas;

i. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
keamanan, ketertiban dan kenyamanan
termasuk rumah dinas Walikota:

j. pelaksanaan koordinasi penghapusan barang;

k. penyerahan peneatatan pengadaan, penerimaan. penyimpanan.
pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan.
peralatan/inventaris kerja/kantor kepada Bagian Keuangan untuk
dibukukan;

I. pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Kota Administrasi:

m. pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Walikota;
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n. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas Walikota/Wakil
Walikota;

o. pelaksanaan koordinasi pengaturan acara pimpinan Kota
Administrasi;

p. pengaturan acara Kota Administrasi;

q. penghimpunan. analisis dan pengajuan kebutuhan/penghapusan
peralatan/inventaris Kota Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Umum dan Protokol.

Pasal 37

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan
Protokol dalam pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan
Kota Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalCl
Bagian Umum dan Protokol.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
<l>lggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan surat menyurat antara lain penerimaan.
pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran dan pendistribusi8n
SuratlNaskah Dinas;

d. melaksanakan pengurusan arsip kedinasan (dinamis) antara lain
menyimpan, memelihara, menelusuri dan menghapus arsip;

e. melaksanakan kegiatan satuan administrasi pangkal dan cabanq
tata usaha;

f. melaksanakan kegiatan pengadministrasian pimpinan Kot,1
Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatallsahaan terhaclap LIIIII
kerja di wilayah Kota Administrasi;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis. rencan;l
kerja dan anggaran Bagian Umum dan Protokol;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan. kinerj<l
dan akllntabilitas Bagian Umulll dan Protokol; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawab:<an pelaksanaan turFIS
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 38

(1) Subbagian Rumah Tangga merllpakan Sat.,an Kerja Bagian Umuill
dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan
pengelolaan fisik aset Kota Administrasi, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kantor Kota Administrasi termasuk rumah
dinas Walikota.
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(2) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Umum dan Protokol.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan
perlengkapan/peralatan/inventaris Kota Administrasi;

d. melaksanakan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan.
penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan/peralatan/
inventaris Kota Administrasi;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan
pertengkapan/peralatan/inventaris Kantor termasuk gedung dan
rumah dinas Walikota;

f. menyusun perencanaan pembangunan, rehab total, rehab ber<l\.
rehab sedang dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi
termasuk rumah dinas Walikota;

g. melaksanakan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab
sedang dan rehab ringan gedung kantor Kota Administrasi
termasuk rumah dinas Walikota;

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keindahan.
keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kantor Kota Administr<lsi
termasuk rumah dinas Walikota;

i. melaksanakan koordinasi, inventarisasi/pendalaan dan penghapllscll1
barang Kota Adminislrasi;

j. menyampaikan pencatatan pengadaan/pembangunan. penerimaan.
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan serta
inventarisasilpendataan perlengkapan/peralatan/inventaris kepacla
Bagian Keuangan untuk dibukukan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 39

(1) Subbagian Protokol merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan
Protokol dalam pelaksanaan acara, pengaturan acara. penerimaan
tamu dan perjalanan Dinas pimpinan.

(2) Subbagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yan(J
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepat.'1
Bagian Umum dan Protokol.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas :

a. menyusun
anggaran
tugasnya;

bahan rencana strategis dan rencana kerja dcV1
Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingklljl
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengurus dan melaksanakan acara pimpinan Kota Administrasi;

d. melaksanakan kegiatan pengaturan acara dan upacara Kota
Administrasi;

e. melaksanakan kegiatan pengaturan acara pimpinan Kota
Administrasi;

f. mengurus perjalanan Dinas pimpinan Kota Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan tamu pimpinan Kotn
Administrasi;

h. melaksanakan penjamuan tamu pimpinan Kota Administrasi:

i. mengurus. mempersiapkan dan mengoordinasikan kunjungan
Pimpinan Daerah lainnya ke wilayah Kota Administrasi:

j. mempersiapkan prasarana dan sarana acara. pelayanan dan
penjamuan tamu pimpinan Kota Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug8s
Subbagian Protokol.

Paragraf 3

Bagian Keuangan

Pasal 40

(1) Bagian Keuangan merupakan Unit Kerja Kota Administrasi dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Kota Admillistrasi.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yanq
berkedudukan dl bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Perekonomian dan Administrasi.

Pasal41

(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan Kota Administrasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l.
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Keuangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan;

c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Kota Adrninlstrasi:

d. pelaksanaan pemantauan. pengendalian dan evaluasi pelaksanailll
dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;

e. pelaksanaan penatausahaan keuangan KOla Administrasi:

f. pemrosesan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
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g. penelitian dan pemrosesan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);

h. penelilian/pengujian kelengkapan persyaralan lagihan belanja Kola
Administrasi;

i. penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawabal1
keuangan Kota Administrasi;

j. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan (realisasi
anggaran. neraca dan calatan alas laporan keuangan) Kota
Administrasi;

k. pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kola Administrasi;

I. pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kola Adminislrasi;

m. penelitian/pengujian surat pertanggungjawaban keuangan Kota
Adminislrasi;

n. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja Kotil
Administrasi;

o. pengelolaan teknologi informasi keuangan Kota Administrasi:

p. penyimpanan, pemeliharaan dan panyajian dokumen pertanggullg­
jawaban keuangan Kota Administrasi: dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Keuangan.

Pasal 42

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerj;'i
Bagian Keuangan dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepal~i

Subbagian yang berkedudukan di bawah clan bertanggung jrlVJa"
kepada Kepala Bagian Keuangan.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja c1ClI1
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. melaksanakan rencana strategis dan c10kumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun bah an dan menyusun rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;

d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja Kota
Administrasi;

f. menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan dan konsultasi
penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan
anggaran dan laporan kinerja terhadap Unit Kerja Kula
Administrasi;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan teknologi informasi keuangan
Kola Administrasi;
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h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis, renCaila
kerja dan anggaran Bagian Keuangan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan. kegiatan, kinerja
dan akunlabililas Bagian Keuangan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal43

(1) Subbagian Tala Usaha Keuangan merupakan Satuan Kerja Bagian
Keuangan dalam pelaksanaan kegialan penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Tala Usaha Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Keuangan.

(3) Subbagian Tala Usaha Keuangan mempunyai lugas :

a. menyusun bahan rencana slrategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan Iingkup tugasnya:

b. melaksanakan rencana slralegis dan dokumen pelaksanaan
3nggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup lugasnya:

c. melaksanakan kegialan penalausahaan keuangan Kota
Adminislrasi;

d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
Kola Adminislrasi;

e. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi
anggaran, neraca dan calatan alas laporan keuangan) Kola
Adminislrasi;

f. melaksanakan evaluasi nilai dan manfaal asel Kola Adminislrasi:

g. membukukan dan menyusun akuntansi asel Kola Adminislrasi:

h. melaksanakan penelitian/pengujian dan pengesahan pertangguTl\}­
jawaban keuangan Kola Administrasi;

i. memberikan bimbingan dan konsullasi teknis penyusunan bahcll1
pertanggungjawaban dan laporan keuangan (realisasi anggmiln.
neraca dan calalan alas laporan keuangan) terhadap Unit Kericl
Kota Administrasi;

j. menyimpan. memelihara dan menyajikan dokumen pertanggunC!­
jawaban keuangan Kota Administrasi;

k. memfasililasi kegiatan pelayanan pajak di wilayah Kol:;
Administrasi; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan turJ'I~;

Subbagian Tala Usaha Keuangan.

Pasal44

(1) Subbagian Perbendaharaan merupakan Satuan Kerja Bagian
Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.

(2) Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
ya!l~~ berkedudukan di bawah dan bertanggun\l jawab kepada KepClIi1
Bagian Keuangan.
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(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

b. me/aksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitcHl/
pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM);

d. meneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
yang diajukan Bendahara;

e. meneliti ke/engkapan persyaratan dan memproses tagihan belanja
Kota Administrasi;

f. mengelola belanja pegawai Kota Administrasi;

g. mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta konsultasi
teknis terhadap Bendahara; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perbendaharaan.

Bagian Ketujuh

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal45

(1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai lugas
membantu Sekretaris Kola dalam :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi prasaran8
dan sarana kota serta penataan kota dan lingkungan hidup:

b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
operasional bina marga, tata air, kebersihan, penataan kota.
perumahan, gedung Pemerintah Daerah, pertamanan.
pemakaman, lingkungan hidup, prasarana kota dan sarana kota:

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran SlIkll
Dinas dan Kantor Bidang Pembangllnan dan Lingkungan Hiclup:

d. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevalu8si
pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas dan Kanlor Bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

f. mengoordinasikan, memantau,' mengendalikan dan mengevalua~;i

kegiatan pembangunan di wilayah Kota Aclministrasi;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pengawasan dan ~"3nertiban bangunan: clan

h. melaksanakan pengoordinasian penagihan alas kewajihar'
pengembang yang tertuang da/am Sural Izin Penunjuk811
Penggunaan Tanah (S/PPT)/Surat Izin Pemanfaatan RlIan,:
berkoordinasi dengan BPKAD.
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(2) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan
kepada Sekretaris Kota atas pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal46

. (1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan :

a. Suku Dinas Penataan Kota;

b. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kola
Administrasi;

c. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi:

d. Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi;

e. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi;

f. Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi; dan

g. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi.

Paragraf 1

Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Pasal47

(1) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup merupakan Unit Kerji'l
Kota Administrasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakiHl
operasional serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan clan
evaluasi kegiatan pembangunan prasarana kota, sarana kotCl.
perumahan, permukiman, gedung Pemerilltah Daerah. sarCIna
transportasi dan kelengkapan kota, penataan kota, pertanahan.
pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan.
kebersihan dan Iingkungan hidup.

(2) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal48

(1) Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional serti'!
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegialall
pembangunan prasarana kola, sarana kola, perumahan, permukiman.
gedung Pemerintah Daerah, sarana lransportasi dan kelengkapan
kota, penataan kola, pertanahan, pertamanan, pemakaillall.
pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkunflan
hidup tata ruang, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan
dan penertiban bangunan, kebersihan dan Iingkungan hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J.
Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana stralegis dan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran 83gian Penalaan Kota diln
Lingkungan Hidup;



35

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Prasarana dan Sarana Kota;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
operasional pembangunan prasarana kota, sarana kota.
perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, sarana
transportasi dan kelengkapan kota penataan kota, pertanahan,
pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan,
kebersihan dan lingkungan hidup;

d. penyusunan kebijakan operasional pembangunan prasarana kola.
sarana kota, perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah.
sarana transportasi dan kelengkapan kota penataan kota,
pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan
penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup;

e. [Jengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan
prasarana kola, sarana kota, perumahan, permukiman, gedung
Pemerintah Daerah, sarana transportasi dan kelengkapan kota.
penataan kota, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan
dan penertiban bangunan, kebersihan dan Iingkungan hidup;

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiJakan
pembangunan prasarana kota, sarana kota, perumahan,
permukiman, gedung Pemerintah Daerah, sarana lransportasi dan
kelengkapan kota, penataan kota, pertanahan, pertamanan.
pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan
dan Iingkungan hidup;

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Penataan Kota, Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pernerintah
Daerah, Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Suku DinCls
Kebersihan, Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Tata Air:

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas PenatClan
Kota, Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah,
Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Suku Dinas Kebersihclll,
Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Tata Air; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup,

Pasal 49

(1) Subbagian Sarana dan Prasarana Kota merupakan Satuan Kerja
Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan
perurnahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah, jalan, jembatan
sarana transportasi, kelengkapan kota dan ban9unan sosial serta tatcl
air,

(2) SUbbagian Sarana dan Prasarana Kota dipimpin oleh seorang Kepalil
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawEd>
kepada Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup,

(3) SUbbagian Sarana dan Prasarana Kota mempunyai tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelakscmaan
anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional pembangunan perumahan, permukiman, gedung
Pemerintah Daerah, jalan, jembatan sarana transportasi,
kelengkapan kota dan bangunan sosial serta tata air;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pembangunan perumahan.
permukiman, gedung Pemerintah Daerah. jalan, jembatan sarana
transportasi, kelengkapan kota dan bangunan sosial serta tata air;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan perumahan, permukiman, gedung Pemerintail
Daerah, jalan, jembatan sarana transportasi, kelengkapan kota
dan bangunan sosial serta tata air;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan perumahan,
permukiman, gedung Pemerintah Daerah, jalan, jembatan sarana
transportasi, kelengkapan kota dan bangunan sosial serta tata air;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Suku Dinas Bina
Marga dan Suku Dinas Tata Air;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendaliiHl
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perumahan
dan Gedung Pemerintah Daerah, Suku Dinas Bina Marga dan Sukll
Dinas Tata Air;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data.
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan
perumahan, permukiman, gedung Pemerintah Daerah. jalan.
jembatan sarana transportasi, kelengkapan kota dan bangunan
sosial serta tata air; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Sarana dan Prasarana Kota.

Pasal 50

(1) Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan RlICln9
Bangunan merupakan Satuan Kerja Bagian Penataan KotCl dil11

Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan perumusan ketJijflkan
operasional serta pengoordinasian, pengendalian dan pemflntau2n
fasilitas sosial, fasilitas umum serta pemanfaatan ruang bangunfln.

(2) Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruane;
Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yanq
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada l<epcJ!;"
Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

(3) Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan RLIi.1WI
Bangunan mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dar I

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Penalacill
Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya:
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b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional pengendalian dan pemantauan fasilitas sosial, fasilitas
umum serta pemanfaatan ruang bangunan serta pemecahan
masalah proyek pembangunan fisik;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pengendalian dan
pemantauan fasilitas sosial, fasilitas um~m serta pemanfaatan
ruang bangunan serta pemecahan masalah proyek pembangunan
fisik;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional pengendalian dan pemantauan pembangunan dan
pemanfaatan ruang dan fasilitas sosial serta fasilitas umum;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan, pemanfaatan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pengendalian dan
pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial sert,l
fasilitas umum

g, menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pengendalian dan
pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial serta
fasilitas umum;

h. melaksanakan pembina an di bidang pengendalian dan
pemantauan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas sosial sert3
fasilitas umum;

i. menyiapkan bahan laporan kegiatan penyelenggaraan operasion81
di bidang pengendalian dan pemantauan pembangunan serta
pemanfaatan fasilitas sosial serta fasilitas umum;

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pengendalian, Pemantauan dan Pemanfaatan Ruany
Bangunan.

Pasal 51

(1) Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan Satua;l
Kerja Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalarn
pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serto
pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebersihan
dan lingkungan hidup.

(2) Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seoran~1

Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggull/;
jawab kepada Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

(3) Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen Pelaksanaan
Anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
operasional kebersihan (teknik penyehatan kualitas kebersihan).
pertamanan, pemakaman, sanitasi dan pencemaran;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kebersihan (teknik
penyehatan kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman.
sanitasi dan pencemaran;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kebersihan (teknik penyehatan kualitas kebersihan).
pertamanan, pemakaman, sanitasi dan pencemaran:

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan (teknik penyehatan
kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman, sanitasi dan
pencemaran;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendali2Hl
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kebersihan. Suku
Dinas Pemakaman, Suku Dinas Pertamanan dan Kantor
Lingkungan Hidup;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan delll
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kebersihan, Suku Dinas Pemakaman. Suku Dimls
Pertamanan dan Kantor Lingkungan Hidup;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data cli);,
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan (teknik
penyehatan kualitas kebersihan), pertamanan, pemakaman.
sanitasi dan pencemaran;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis. rencallCl
kerja dan anggaran Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup:

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan. kinerjil
dan akuntabilitas Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 52

(1) Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris
Kota dalam:

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi
kesejahteraan sosial serta pendidikan dan mental spiritual:

b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakcHl
operasional sosial, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda. pemberdayaarl
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak.
keluarga berencana serta perpustakaan dan arsip;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku
Dlnas dan Kantor Bidang Kesejahteraan ~13syarakat;
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d. memantau. mengoordinasikan. mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang
Kesejahteraan Masyarakat;

e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas dan Kantor Bidang Kesejahteraan
Masyarakat;

f. memantau. mengoordinasikan. mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa di bidang kesehatan
dan sosial; dan

g. mengoordinasikan dan membina lembaga dan kegiatan mental
spiritual.

(2) Asisten Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan kepacla
Sekretaris Kota atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1).

Pasal 53

Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan :

a. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi:
c. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi;
d. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi;
e. Kantor Permberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi;
f. Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi; dan
g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kola Administrasi.

Bagian Kesejahteraan Sosial

Pasal 54

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial merupakan Unit Kerja Kota Adminislra,:,i
dalam pelaksanaan perumusan kebijaKan operasional serlel
pengoordinasian. pengendalian. pemantauan dan evaluasi SOSic1!.
kesehatan masyarakat. pemberdayaan masyarakat. pembercfilya,lIl
perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana.

(2) Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala B8qi,m
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad<1 Asisten
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 55

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakiln
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian. pengendaliilil.
pemantauan dan evaluasi sosial. kesehalan masyarakat.
pemberdayaan masyarakal. pemberdayaan perempuan. perlindungclrl
anak serta keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggar<'ln
Bagian Kesejahleraan Sosial sesuai den~lan Iingkup lugasnya;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakal)
operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayacln
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak sena

.keluarga berencana;

d. penyusunan kebijakan operasional sosial, kesehatan masyarakat.
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak serta keluarga berencana;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional sosial.
kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak sena keluarga berencana;

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak sena
keluarga berencana;

g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendaliall
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Sosial.
Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi;

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial.
Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Kesejahteraan Sosial.

Pasal 56

(1) Subbagian Kesehatan merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional
serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kesehatan.

(2) Subbagian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal8
Bagian Kesejahteraan Sosial.

(3) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkllp
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dal) dokurnen pelaksalli1811
anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkllp
tugasnya;

c. menghimpun dan rnenyiapkan bahan perurnusan kebijilkilll
operasional kesehatan rnasyarakat dan keluarg8 berencana;

d. rnenyusun bahan kebijakan operasional kesehatan rnasyarakat dJn
keluarga berencana;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakdll
operasional kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
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f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kesehatan dan Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi:

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan.
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kesehatan dan Kantor Keluarga Berencana Kota
Administrasi;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga
dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan derajat
kesehatan dan keluarga berencana;

j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data clan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kesellatan
masyarakat dan keluarga berencana;

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa: dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kesehatan.

Pasal 57

(1) Subbagian Sosial merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional
serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
kesejahteraan sosial.

(2) Subbagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Kesejahteraan Sosial.

(3) Subbagian Sosial mempunyai tug as :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial sesual dengan lingkup
tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kesejahteraan sosial;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kesejahteraan sosial:

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kesejahteraan sosial;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasl
pelaksanaan kebijakan operasional kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Sosial:

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pem,mtauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial:
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i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga
dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan derajat
kesejahteraan sosia/;

j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kesejahteraan sosial:

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan permasalahan
kesejahteraan sosial; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Sosial.

Pasal 58

(1) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan merupakan
Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarak,lt
dan perempuan serta perlindungan anak.

(2) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial.

(3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyeli
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkllJ!
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen peiaksanai'lil
anggaran Bagian Kesejahteran Sosial sesuai dengan lingkllp
lugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perurnusan kebijak<lI1
operasional pemberdayaan masyarakat dan perernpuan sert;l
perlindungan anak;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pemberdayaan rnasyarak;lt
dan perempuan serta perlindungan anak;

e. rnelaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasiona/ pernberdayaan masyarakat dan perernpuan serta
perlindungan anak;

f. melaksanakan kegiatan pengenda/ian, pemantauan dan evalu8si
pelaksanaan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat delll
perempuan serta per/indungan anak;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pernantauan, pengendaliclll
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pernberdayaarl
Masyarakat dan Perempuan:

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait. lernbilg;l
dan rnasyarakat dalam rangka pemhinaan dan peningkatar'
pemberdayaan masyarakal dan perempuan serta perlindungan
anak;
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j. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pemberdayaan
masyarakat dan perempuan serta perlindungan anak;

k. melaksanakan koordinasi penanggulangan permasalahan perempuan
dan anak;

I. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana stategis dan
rencana kerja dan anggaran Bagian Kesejahteraan Sosial;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan ,kinerja
dan akuntabilitas Bagian Kesejahteraan Sosia:; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual

Pasal 59

(1) Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual merupakan Unit Kerja Kota
Administrasi Kesejahteraan Masyarakat dalam pelaksanaan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pemantauan
dan evaluasi pendidikan, olahraga dan pernuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual.

(2) Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad;~

Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 60

(1) Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian. pemantauan.
dan evaluasi pendidikan, olahraga dan pernuda, perpustakaan dal1
arsip serta mental spiritual.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual;

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Sr;iritual;

c. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan kehljak;m
operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah. 0lal1raga ci'1n
pemuda, perpustakaan dan arsip serta mental spiritual;

d. penyusunan bahan kebijakan operasional pendidikan das<ll.
pendidikan menengah, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan
arsip serta mental spiritual;

e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional penclidikiln
dasar, pendidikan menengah, olahraga dan pemuda, perpustakaan
dan arsip serta mental spiritual;

f. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar.
pendidikan menengah, olahraga dan pernuda, perpustakaan clan
arsip serta mental spiritual;
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g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dina:;
Pendidikan Wilayah I dan II, Suku Dinas Olahraga dan Pernuda
serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi;

h. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan. pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan
Wilayah I dan II, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda serta Kantor
Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi;

i. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan
mental spiritual;

j. pelaksanaan fasilitasi lembaga mental spiritual; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 61

(1) Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan merupakan Satuan Kerja
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar, pendidikan
menengah serta perpustakaan dan arsip.

(2) Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

(3) Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan mempunyai tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan
operasional pendidikan dasar,
perpustakaan dan arsip;

d. menyusun bahan kebijakan operasional pendidikan dasar.
pendidikan menengah serta perpustakaan dan arsip;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional pendidikan dasar, pendidikan rnenengah selia
perpustakaan dan arsip;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluilsi
pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar, pendiclikan
r.1enengah serta perpustakaan dan arsip;

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendaliclll
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Din:1s
Pendidikan Pendidikan Wilayah I dan II serta Kantor Perpustakaan
dan Arsip Kota Administrasi;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian. pernantauan. pengencialiiifl
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendiclikan
Wilayah I dan II serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota
Administrasi;
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i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dc,n
informasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar.
pendidikan menengah serta perpustakaan dan arsip; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tUgClS
Subbagian Pendidikan dan Perpustakaan.

Pasal 62

(1) Subbagian Mental Spiritual merupakan Satuan Kerja BagiClll
Pendidlkan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan perumusan
kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian
pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual.

(2) Subbagian Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala SubbClgiiJll
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

(3) Subbagian Mental Spiritual mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaCln
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
operasional kegiatan mental spiritual;

d. menyusun bahan kebijakan operasional kegiatan mental spiritual;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
operasional kegiatan mental spiritual;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan mental spiritual:

g. melaksanakan kegiatan pendataan serta mengusulkan bantuCln
untuk tempat-tempat kegiatan keagamaan:

h. meneliti dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan
pembangunan tempaHempat ibadah;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam
upaya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan mentiJl
spiritual;

j. melaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama/tokoh agama/
ulama maupun lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkrlil
kegiatan mental spiritual;

k. melaksanakan kegiatan pendataan lembaga yang mengelol;:
kegiatan mental spiritual;

I. melaksanakan kegiatan fasilitasi lembaga mental spiritual:

m. rnenghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional kegiatan mentell
spiritual; dan

n. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Mental Spiritual.
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Pasal 63

(1) Subbagian Olahraga dan Pemuda merupakan Satuan Kerja Bagian
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian.
pengendalian, pemantauan dan evaluasi Olahraga dan Kepemudaan.

(2) Subbagian Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawar· dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual.

(3) Subbagian Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. menyusun bagian pendidikan dan mental spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya rencana kerja dan anggaran dan dokurnen
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual
sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. rnelaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan
dan Mental Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya:

c. menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kehijakc1ll
operasional olahraga dan kepemudaan;

d. menyusun bahan kebijakan operasional olahraga nan
kepemudaan;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan
o;:Jerasional olahraga dan kepemudaan;

f. melaksanakan kegiatan pengendalian, perr.antauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan operasional olahraga dan kepemudaan:

g. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran' Suku Din,"s
Olahraga dan Pemuda;

h. melaksanakan kegiatan pengoordinasian. pemantauan, pengendalic-1n
dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas OlahragiJ
dan Pemuda;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan
informasi pelaksanaan kebijakan operasional olahraga dan
kepemudaan;

j. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual:

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan. kinerja
dan akuntabilitas Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual: dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawal;kan pelaksanaan tugas
Subbagian Olahraga dan Pemuda.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 64

(1) Kota Administrasi dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
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(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural Kota Administrasi.

Pasal65

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dlbentuk Kelompok Jabatan Fungsional Kota Administrasi.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Kota
Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Pembantu Kota

Pasal 66

(1) Inspektorat Pembantu Kota merupakan Unit Kerja Inspektorat sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan
pengawasan pemerintahan di wilayah Kota, Kecamatan dan
Kelurahan, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Kota yan'J
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan
secara operasional berkoordinasi dengan Walikota.

(2) Walikota dapat meminta Inspektorat
melaksanakan pengawasan terhadap
Administrasi.

Pembantu
perangkat

Kota
pada

untuk
Kota

(3) Inspektur Pembantu Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernllr
atas usul Inspektur dengan pertimbangan dari Walikota sesllai den~F1n
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kantor Perencanaan Pembangunan Kota

Pasal67

(1) Kantor Perencanaan Pembangunan Kota merupakan Unit Kerja Bacl,1I1
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana eli'lll
perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan perllnlllsan (1;.m

pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangllrlcll1
dan program serta penganggaran SKPD/UKPD pacla KOli;
Administrasi serta melakukan pengendalian clan evaluasi perenCanailrl
pembangunan Kota Aclministrasi, c1ipimpin oleh seorang Kepaln Kantor
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah c1el!l
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencana2n
Pembangunan Daerah dan secara operasio'lal berkoordinasi c1engall
Walikota.
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(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsl
Kantor Perencanaan Pembangunan Kota untuk teknis dan
administrasi disampaikan Kepala Kantor kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk operasional
disampaikan Kepala Kantor kepada Walikota.

(3) Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota diangkal dan
diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan pertimbangan dari Walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Suku Dinas

Pasal68

(1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas sebagai pelaksana dan
perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan tugas teknis
dan pelayanan kepa'da masyarakat sesuai dengan tug as dan
fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas masing-masing dan secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungs;
Suku Dinas, secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala
Suku Dinas kepada Kepala Dinas masing-masing dan secara
operasional disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Walikota.

(3) Kepala Suku Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas
usul Kepala Dinas masing-masing dengan pertimbangan Walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Kantor

Pasal 69

(1) Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentllk
Badan sebagai pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi
dalam pelaksana tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dipimpin oleh
seorang kepala Kantor yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalCl
Badan masing-masing dan secara operasional berkedudukim eli
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor secara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor
kepada Kepala Badan masing-masing dan secara operasionill
disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Walikota.

(3) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas u3111
Kepala Badan masing-masing dengan pertirnbangan Walikota seslIili
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempatbelas

Kantor PTSP Kota

Pasal70

(1) Kantor PTSP Kota merupakan Unit Kerja Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi
dalam pelaksanaan di Kota Administrasi, Kantor PTSP Kota dipimpin
oleh seorang Kepala Kantor PTSP Kota yang secara teknis dan
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta secara taktis
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadCl
Walikota.

(2) Kepala Kantor PTSP Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan
pertimbangan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Kantor Penanggulangan Bencana Kota

Pasal 71

(1) Kantor Penanggulangan Bencana Kota merupakan bagiCln dari BPBD
yang secara teknis administrasi berkedudukan di bawah clan
bertanggung jawab kepada Kepala BPBD serta secara taktis
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla
Pelaksana BPBD, Kantor Penanggulangan Bencana Kota dipimpin
oleh seorang Kepala yang ex officio dijabat oleh Walikota.

(2) Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota merupakan bagian
dari Kantor Penanggulangan Bencana Kota sebagai Unit Kerja
Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Kantor
Penanggulangan Bencana Kota yang secara teknis administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal"
Pelaksana BPBD dan secara taktis operasional berkedudukan
dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Penanggulangan Bencana Kota.

Bagian Keenambelas

Satpol PP Kota Administrasi

Pasal 72

(1) Satpol PP Kota Administrasi merupakan Unit !<erja Satpol PP sebagai
pelaksana dan perangkat pada Kota Administrasi dalam pelaksanaCln
operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka
penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Admlnis\rasi.
dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP KOla Administrasi yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan dl bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP clan secara operasion:~1

berkedudukan dl bawah dan bertanggung jawab kepada Waliko\a.
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(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Salpol PP Kola Adminislrasi secara leknis dan adminislrasi
disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Adminislrasi kepada Kepalel
Satpol PP dan secara operasional disampaikan oleh Kepala Satpol PP
Kota Administrasi kepada Walikota.

(3) Kepala Satpol PP Kota Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usul Kepala Satpol PP dengan pertimbangan Walikota
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas

Kecamatan

Pasal 73

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kota Administrasi
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dmi
Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah Daerah, dipimpin
oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggun~J

jawab kepada Walikota/Bupali melalui Sekretaris Kola Adminislrasi

(2) Dalam melaksanakan lugas dan fungsinya,
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Kecamatan

(3) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur alas usul Walikotel
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas

Kelurahan

Pasal74

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan dal31ll
pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubemur eI"n
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di wilay:,h
Kelurahan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan eli b8w,i11
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camell

(2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasik8n
oleh Asisten Pemerintahan.

(3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkall
pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan ketentucll1
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 75

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kota Administrasi wajib taCIt
dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Walikota mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPDI
UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Kota Administrasi.

Pasal 76

Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kota Administrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 77

(1) Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada Kota Administrasi wajib memimpin, mengoordinasikan.
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­
masing.

(2) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Kota Administrasi wajib mengikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada
Kota Administrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dell1

pegawai pada Kota Administrasi wajib menyampaikan laporcll1
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengi111
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1 )

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahcll1
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 80

(1) Walikota, karena kedudukannya sebagai pil'pinan pemerinlahan Kolil
Administrasi berwenang melakukan per ilaian Sasaran KinE'll jil

Pegawai (SKP) terhadap Inspektur Pembantu Kota. Kepala K,m\dl
Perencanaan Pembangunan Kota, Kepala Suku Dinas. Kepala Kantor.
Kepala Kantor PTSP Kota, Pelaksana Kantor Penangulanga!\
Bencana Kota dan Kepala Satpol PP Kota Ac1ministrasi.
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(2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi nilai yang dicantumkan oleh pejabat penilai Inspektur
Pembantu Kota, Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kotil.
Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor. Kepala Kantor PTSP Kota.
Pelaksana Kantor Penangulangan Bencana Kota dan Kepala Satpol
PP Kota Administrasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

(3) Perubahan terhadap hasil penilaian sebagairnana dimaksud pacla
ayat (2) harus memperoleh izin tertulis dari Walikota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 81

(1) Pegawai Negeri Sipil pad a Kota Administrasi merupakan Pega\\lCli
Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunclan~J­

undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian. Kota Administrasi
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro
Organisasi dan RB.

BABVI

KEUANGAN

Pasal82

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan lungsi Kota Aclministrasi dibebankar1
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanD­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 83

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan lungsi Kota
Administrasi merupakan Pendapatan Daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal84

(1) Aset yang dipergunakan oleh Kota Administrasi sebagai prasararlcl
dan sarana kerja merupakan aset Daerah clengan status kekayai1n
daerah yang tidak dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 85

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kota Administrasi
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian
hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan Penerimaan
Barang Daerah.

(2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD seliJkll
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara
Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai asel
Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 86

(1) Kota Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkClI:l
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepilc!;l
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Illelipllti
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang;

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal87

Dalam rangka akuntabilitas Kota Administrasi Illengembangkan Sislem
Pengendalian Internal sebagai bagian sistem pengendalian internal Koto
Administrasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal88

Pengawasan terhadap Kota Administrasi dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang Illeillpunyai tugas rnemeriksa pengelolaan d;Jn
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

Formasi Jabatan dan (kebutuhan peralatan kerja)Kota Administrasi diatur
dengan Keputusan Gubernur. sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku. Peraturan Gubernur
Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota
Administrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada langgal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

ltd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62126
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